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Poin Kunci

1. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan kebun sawit
swadaya memiliki sertifikasi ISPO. Mereka diberikan tenggang waktu lima
tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut;

2. Peraturan ini menjadi momentum dalam penataan perkebunan sawit
swadaya, terutama dalam penataan legalitas lahan;

3.  Pemerintah perlu memastikan legalitas lahan perkebunan sawit swadaya
bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan, sehingga semua pekebun
sawit swadaya memiliki akses yang sama terhadap sistem sertifikasi ISPO,
terutama dalam memenuhi prinsip dan kriteria legalitas.

» A Pendahuluan

Pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia kini memasuki babak baru. Itu ditandai
oleh terbitnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang kemudian sering disebut dengan ISPO (Indonesia Sustainable
Palm Qil). Setidaknya, dengan terbitnya peraturan tersebut, dasar hukum ISPO yang sebelumnya
hanya ditopang dengan peraturan setingkat menteri (Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun
2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable
Palm Oil Ceritification System/ISPO), kini mengalami peningkatan dan penguatan, karena didukung
dengan peraturan setingkat presiden. Sudah sewajarnya, terbit harapan besar akan adanya
perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan dengan peraturan yang baru tersebut.

Terlepas dari berbagai kritik, terutama mengenai komitmen terhadap perlindungan HAM dan
deforestasi, ISPO baru yang memuat tujuh prinsip itu (sebagian besar masih sama dengan
prinsip-prinsip ISPO lama) bisa dipandang sebagai penegasan tekad pemerintah Indonesia untuk
mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan. Ini setidaknya menjawab sebagian
kritik dari masyarakat internasional, terutama Uni Eropa terhadap isu-isu negatif mengenai tata
kelola perkebunan sawit di Indonesia.



Meski demikian, peraturan ini, semakin menekankan kewajiban semua pelaku usaha untuk masuk
ke dalam sistem sertifikasi ISPO. Jika peraturan yang lama mewajibkan sertifikasi hanya pada
perusahaan perkebunan saja’, maka peraturan yang baru ini, mewajibkannya bagi semua pelaku
usaha perkebunan, yaitu perusahaan dan pekebun. Khusus pekebun, pemberlakuannya disertai
dengan tenggang waktu lima tahun, sampai dengan 2025. Paska itu, kewajiban untuk pemenuhan
prinsip dan kriteria ISPO tidak bisa lagi dihindari oleh para pekebun sawit swadaya.

Dari tujuh prinsip ISPO yang baru, legalitas lahan adalah kompenen penting dan menentukan
yang harus dipenuhi oleh semua pelaku perkebunan sawit (perusahaan maupun pekebun), karena
masuk pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam
sistem sertifikasi ISPO, kriteria legalitas lahan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari komitmen mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan.

Mengenai legalitas lahan, peraturan ISPO yang baru belum menjelaskan secara detail definisi dari
alas hak yang akandijadikan bukti legalitas lahan, karena nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri
Pertanian. Meski demikian, sekilas, sistem sertifikasi ISPO yang baru ini memang seperti memberikan
keringanan dalam hal pemenuhan kriteria legalitas lahan, terutama yang terkait dengan dokumen
alas hak, karena bisa berupa girik, Surat Keterangan Tanah (SKT), bukti jual-beli lahan, dan berbagai
dokumen lahan tradisional lainnya (tidak harus berupa SHM). Tetapi, pengaturan legalitas lahan,
tidak hanya terkait dengan alas hak semata. Terdapat komponen-komponen lain yang masuk
dalam kategori legalitas lahan, yaitu kesesuaian lokasi dengan tata ruang, tidak terjadi tumpang
susun penggunaan, dan bebas dari sengketa lahan dan sengketa lainnya.

Hal-hal semacam inilah yang di lapangan akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak
mudah menemukan kebun sawit, terutama di tingkat pekebun sawit swadaya, yang bisa memenuhi
kesesuaian lokasi dengan tata ruang, tidak terjadi tumpang susun penggunaan, dan bebas dari
sengketa. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah skema ISPO baru dengan dasar
hukum yang begitu kuat, pada akhirnya akan mampu menjawab tantangan-tantangan semacam
itu?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kertas kebijakan ini disusun, dengan tujuan memberikan
gambaran singkat kompleksitas persoalan legalitas lahan kebun sawit swadaya, melakukan
identifikasi peluang-peluang penyelesaian yang bisa dilakukan dan meberikan usulan rekomendasi
dalam penguatan legalitas lahan bagi kebun sawit swadaya menuju sistem sertifikasi ISPO2

Dengan pertimbangan rendahnya modalitas masyarakat pekebun sawit swadaya untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, maka kertas kebijakan ini memandang bahwa
penyelesaian persoalan legalitas lahan pekebun sawit swadaya perlu menjadi prioritas perhatian
pemerintah, terutama Komite dan Dewan Pengarah ISPO. Harapannya, kebijakan ISPO yang baru
bisa menjadi momentum untuk memulai penataan legalitas lahan pekebun sawit swadaya yang
selama ini tidak kunjung terselesaikan.

1. Perusahaan perkebunan yang memproduksi enegi terbarukan dengan pemenuhan kriteria tertentu dan petani pekebun memperoleh
keringanan, karena penerapannya bersifat sukarela.

2. Pekebun swadaya yang dimaksudkan dalam kertas kebijakan ini adalah kalangan masyarakat petani sawit yang mengelola lahan dengan
luasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, yaitu maksimal 25 hektar dan dikelola secara mandiri (tidak
terlibat kemitraan usaha dengan perusahaan). Kalangan masyarakat yang mengelola kebun di atas 25 hektar tidak dikategorikan sebagai
pekebun, melainkan sebagai pengusaha tidak berijin (meskipun tidak berbadan hukum).
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P> B. Analisis Kesiapan Pekebun

Semua pekebun sawit swadaya wajib memiliki sertifikasi ISPO, setelah 2025. Begitu penerapan
skenario sertifikasi ISPO dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020. Skenario ini adalah
tantangan yang tidak ringan bagi pekebun, bahkan menjadi dilema tersendiri, mengingat sampai
saat ini, berbagai persoalan seperti legalitas lahan dan usaha, termasuk di dalamnya legalitas bibit,
masih menjadi “pekerjaan rumah” yang tidak kunjung terselesaikan. Faktanya demikian, dalam
kajian Apriyanto et al (2020), yang dilakukan terhadap para pekebun sawit swadaya di tiga desa
di Kabupaten Indragiri Hilir, wilayah yang sejauh ini dikategorikan sebagai sentra produksi sawit
nasional, tergambar dengan jelas: bahkan ketertarikan pekebun sawit swadaya untuk terlibat
dalam sistem sertifikasi ISPO sangat kecil.

Meskipun berbagai sangsi akan diterapkan pemerintah ketika mereka tidak memenuhi prinsip-
prinsip ISPO, nampaknya, itu cenderung dipandang sebagai hal biasa, tidak terlalu mengancam
kelangsungan usaha mereka. Apakah keberanian menghadapi resiko ini terkait dengan kenyataan
lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal (jika bukan ekstra legal), perkebunan
selama ini, seperti pembiaran terhadap keberadaan pembukaan kebun sawit di kawasan hutan?3
Bisa jadi demikian, karena di lapangan, resiko dari kegiatan-kegiataan ekstra legal semacam itu
seperti berada dalam wilayah yang abu-abu.

Akan tetapi, hasil kajian tersebut juga mencatat, bahwa kecilnya daya tarik ISPO di kalangan
pekebun sawit swadaya sangat terkait dengan alasan-alasan ekonomi rasional. Temuan kajian itu
menyebutkan, selama ini budidaya sawit tidak menjadi penopang utama pendapatan rumah tangga
para pekebun sawit swadaya. Berbagai hasil studi yang dilakukan banyak kalangan menyebutkan
bahwa para pekebun cenderung menerapkan model ekonomi rumah tangga yang beragam, tidak
semata-mata bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Untuk mempertahankan hidup,
menekan krisis, dan sambil tetap mempertahankan kesejahteraan rumah tangga, kalangan pekebun
sawit swadaya akan cenderung melakukan diversifikasi nafkah (Sibarani et al, 2015; Abdullah et al.

2019).
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Gambar 1. Keragaman sumber pendapatan pekebun di Desa Kempas, Teluklanjut, dan Plangiran (Kabupaten Indragiri Hilir)

Dengan model perekonomian semacam ini, maka bisa dipahami kalau mereka kemudian tidak
terlalu tertarik terlibat dalam sistem sertifikasi ISPO. Karena disamping ada beban kompleksitas
persoalan yang sulit diselesaikan, keterlibatan dalam ISPO juga mengharuskan mereka
mengeluarkan tambahan biaya produksi, yang jumlahnya tidak bisa dibilang kecil. Padahal, kebun
sawit bukanlah satu-satunya sumber pendapatan. Disamping itu, rata-rata tingkat produktivitas
kebun-kebun sawit swadaya juga sangat rendah, di bawah 2 ton/ ha.

3. Praktik perkebunan ekstra legal adalah praktik pembukaan kebun secara illegal yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, untuk
tidak mengatakan terstruktur, sistematis, dan masif.



Dalam perhitungan para pekebun sawit swadaya, melakukan investasi tambahan pada kebun
sawit yang tidak berfungsi sebagai satu-satunya sumber pendapatan, produktivitasnya rendah, dan
tanpa jaminan pasti akan mampu meningkatkan pendapatan, adalah hal yang secara rasional akan
dihindari. Apalagi ketika sangsi dan resiko yang harus dihadapi juga sama-sama dipandang belum
pasti. Maka bisa dipahami, ketika mereka berpikir panjang untuk berinvestasi dalam sertifikasi ISPO.

Terlepas dari prinsip ekonomi rasional itu, kebun-kebun sawit swadaya juga berhadapan dengan
kompleksitas persoalan legalitas lahan dan bibit. Tidak bisa dipungkiri, sekitar 36% dari total luas
kebun sawit swadaya beroperasi secara ilegal, karena berada di dalam kawasan hutan. Sementara
itu sisanya, sekitar 64% kebun lain yang berada di luar kawasan hutan, juga belum sepenuhnya
bisa dikatakan legal, karena tidak terjamin kesesuaiannya dengan tata ruang yang berlaku, dan
tidak terjamin pula kalau kebun itu bebas dari konflik dan tumpang susun dengan penggunaan
lain (Auriga, 2019; Bakhtiar et al, 2019). Belum lagi kalau ditambah fakta bahwa rata-rata kebun
terebut juga tidak didukung dengan dokumen kepemilikan lahan yang memadai, seperti Sertifikat
Hak Milik (SHM) (Jelsma et al, 2017).

Di sisi lain, hampir bisa dipastikan, kalau rata-rata bibit sawit yang ditanam oleh para pekebun
sawit swadaya juga tidak bersertifikat. Karena alasan harga yang mahal dan akses terhadap bibit
bersertifikat yang sangat sulit, para pekebun umumnya lebih memilih bibit-bibit seadanya (tidak
bersertifikat) yang tersedia di pasar (Jong, 2020). Padahal mengacu pada prinsip legalitas ISPO,
salah satu prinsip legal yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan maupun pekebun, adalah
penggunaan bibit bersertifikat.

Berangkat dari hal-hal itu saja (legalitas lahan dan bibit serta ketertarikan pada ISPQO), kita bisa
mendapatkan gambaran bahwa tingkat kesiapan para pekebun sawit swadaya untuk terlibat dalam
sistem sertifikasi ISPO sangat rendah. Membayangkan ISPO akan bhisa diberlakukan pada semua
kebun sawit, tidak terkecuali kebun-kebun sawit yang dikelola oleh para pekebun sawit swadaya
yang total luasnya mencapai kurang lebih 1,9 juta hektare (Kehati, 2019), nampaknya akan sulit
terwujud, kecuali disertai dengan program penataan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk
para pekebun sawit swadaya.

C. Problematika Legalitas Lahan

Semua pekebun sawit swadaya wajib memiliki sertifikasi ISPO, setelah 2025. Begitu penerapan
skenario sertifikasi ISPO dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020. Skenario ini adalah
tantangan yang tidak ringan bagi pekebun, bahkan menjadi dilema tersendiri, mengingat sampai
saat ini, berbagai persoalan seperti legalitas lahan dan usaha, termasuk di dalamnya legalitas bibit,
masih menjadi “pekerjaan rumah” yang tidak kunjung terselesaikan. Faktanya demikian, dalam
kajian Apriyanto et al (2020), yang dilakukan terhadap para pekebun sawit swadaya di tiga desa
di Kabupaten Indragiri Hilir, wilayah yang sejauh ini dikategorikan sebagai sentra produksi sawit
nasional, tergambar dengan jelas: bahkan ketertarikan pekebun sawit swadaya untuk terlibat
dalam sistem sertifikasi ISPO sangat kecil.
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Meskipun berbagai sangsi akan diterapkan
pemerintah ketika mereka tidak memenuhi
prinsip-prinsip ISPO,  nampaknya, itu
cenderung dipandang sebagai hal biasa, tidak
terlalu mengancam kelangsungan usaha
mereka. Apakah keberanian menghadapi
resiko ini terkait dengan kenyataan lemahnya

penegakan hukum terhadap praktik-praktik 64%

ilegal (Jlk.a.bukan elfstra legal), perkebunan Luar kawasan
selama ini, seperti pembiaran terhadap hutan (APL)

keberadaan pembukaan kebun sawit di 1,247.750 Ha

kawasan hutan?? Bisa jadi demikian, karena
di lapangan, resiko dari kegiatan-kegiataan
ekstra legal semacam itu seperti berada dalam
wilayah yang abu-abu.

Gambar 2. Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit swadaya
di Dalam Kawasan Hutan dan di Luar Kawasan Hutan di

Akan tetapi, hasil kajian tersebut juga i _
Indonesia Sumber: Auriga (2019)

mencatat, bahwa kecilnya daya tarik ISPO
di kalangan pekebun sawit swadaya sangat
terkait dengan alasan-alasan ekonomi

rasional. Temuan kajian itu menyebutkan, selama ini budidaya sawit tidak menjadi penopang
utama pendapatan rumah tangga para pekebun sawit swadaya. Berbagai hasil studi yang dilakukan
banyak kalangan menyebutkan bahwa para pekebun cenderung menerapkan model ekonomi
rumah tangga yang beragam, tidak semata-mata bergantung pada satu sumber pendapatan saja.
Untuk mempertahankan hidup, menekan krisis, dan sambil tetap mempertahankan kesejahteraan
rumah tangga, kalangan pekebun sawit swadaya akan cenderung melakukan diversifikasi nafkah
(Sibarani et al,, 2015; Abdullah et al. 2019).

Selain itu, soal legalitas lahan ini juga terjadi di areal kebun sawit swadaya di luar kawasan hutan
(Areal Penggunaan Lain/APL). Persoalannya, tidak banyak kebun sawit swadaya di Indonesia
yang memiliki legalitas, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagian besar hanya memiliki SKT
atau girik (Jelsma et al, 2017). Padahal, SKT dan girik hanya semacam surat penguasaan terhadap
lahan, bukan tanda legalitas yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada
beberapa hal yang menyebabkan legalitas lahan menjadi persoalan di perkebunan sawit swadaya,
yaitu mahalnya pengurusan sertifikat tanah, sulitnya pekebun mengakses pelayanan pertanahan,
persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, dan berbagai faktor lainya yang menyebabkan
proses legalitas lahan menjadi terkendali bagi pekebun sawit (Glenday & Paoli, 2015).

Merujuk pada fakta-fakta di atas, menjadi sebuah tantangan bagi pekebun sawit swadaya untuk
mengurus sertifikasi ISPO, yang mensyaratkan adanya legalitas lahan. Fakta tersebut diungkap
oleh penelitian yang dilakukan oleh FEMA IPB (2018), yang menyebutkan salah satu persoalan
ketidaksiapan perkebunan sawit swadaya dalam mendapatkan sertifikasi ISPO adalah soal legalitas
lahan.

Kita khawatir, adanya Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 yang mewajibkan semua
perkebunan sawit swadaya memiliki sertifikasi ISPO sampai 2025, soal legalitas ini dapat menjadi
hambatan dalam pemenuhan sertifikasi ISPO pada kebun sawit swadaya. Apalagi, bila penyelesaian
status kebun sawit swadaya dalam kawasan hutan tidak segera diselesaikan, maka mereka akan
tereliminasi ke dalam sistem sertifikasi ISPO. Artinya, usaha mereka yang sudah dilakukan turun
temurun, akan dinyatakan ilegal. Bila itu terjadi, akan menggangu transformasi perekonomian di
pedesaan yang menjadi sentra perkebunan sawit swadaya di Indonesia.



> D.Momentum Penataan Legalitas Lahan

Secara sporadis, penataan legalitas lahan kebun sawit swadaya sudah diinisiasi oleh segenap
kalangan, memanfaatkan berbagai peluang yang ada, seperti Program Reforma Agraria dan
Perhutanan Sosial, serta program-program lain yang terkait. Akan tetapi, rata-rata belum
membuahkan hasil yang memadai. Inisiatif mendorong penataan kebun sawit swadaya yang berada
di kawasan hutan bahkan seperti dihadapkan pada kebuntuan-kebuntuan, meskipun segenap
instrumen telah tersedia (Sumardjono et al, 2018; Auriga, 2019; Bakhtiar et al, 2019).

Sementara itu, untuk kebun sawit swadaya di luar kawasan hutan, kendati tidak sekompleks kebun
di kawasan hutan, pada kenyataannya, belum sepenuhnya juga terselesaikan. Program-program
sertifikasi tanah massal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, sampai saat ini belum sepenuhnya bisa diakses oleh kalangan pekebun sawit
swadaya yang sebagian besar tersebar di wilayah pedalaman.

Oleh karena itu, ISPO diharapkan akan menjadi momentum untuk dimulainya era baru penataan
legalitas kebun sawit swadaya, dari yag sebelumnya cenderung sporadis menjadi sistematis; dari
yang semula berbasis modalitas lokal menjadi berbasis program nasional; dari yang semula tidak
terkonsolidasi menjadi terkonsolidasi.

Upaya-upaya semacam itu perlu segera dimulai dan diarusutamakan, setidaknya dalam masa
tenggang lima tahun yang disediakan untuk para pekebun. Konsolidasi kelembagaan dan kebijakan
antar kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dalam
rangka percepatan penataan legalitas lahan kebun sawit swadaya menjadi kebutuhan mendesak.

Instrumen-instrumen penataan

Tekad pemerintah untuk mendorong penataan lahan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir
mengalami eskalasi yang signifikan. Melalui program strategis nasional, yaitu Reforma Agraria (RA)
dan Perhutanan Sosial (PS) pemerintah telah berusaha membangun tulang punggung kerangka
penataan lahan masyarakat, di dalam maupun di luar kawasan hutan. Mengacu pada target-target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, program RA yang lebih
menekankan pada proses legislasi dan redistribusi aset, ditargetkan seluas kurang lebih 9 juta
hektare. Sementara itu, program PS yang lebih menekankan pada legalisasi akses, ditargetkan
seluas kurang lebih 12,7 juta hektare. Maka secara total, penataan legalitas lahan nasional kurang
lebih mencapai 21,7 juta hektare, sebuah luasan yang tidak bisa dibilang kecil (Bakhtiar et al, 2019).

Terlepas dari rendahnya pencapaian target selama ini, dan adanya berbagai kendala sebagaimana
yang akan di bahas pada bagian selanjutnya, sudah semestinya penataan legalitas lahan kebun-
kebun sawit swadaya perlu disandarkan pada kedua program strategis tersebut. Berikut ini adalah
tiga instrumen yang tersedia:
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Tabel 1.. Instrumen Penataan Legalitas Kebun Sawit Swadaya

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu instrumen
program Reforma Agraria yang ditujukan untuk melakukan legislasi aset
tanah masyarakat yang berada di luar kawasan hutan. Mekanisme PTSL diatur
melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6/ 2018, tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Sampai dengan tahun 2024, PTSL ditargetkan bisa mencapai luasan kurang
lebih 4,5 juta hektare, yang meliputi tanah-tanah transmigrasi maupun non
transmigrasi yang selama ini belum berstifikat.

PTSL

Penyelesaian Penggunaan Tanah di Kawasan Hutan (PPTKH) adalah
instrumen lain dari program Reforma Agraria yang secara khusus ditujukan
untuk melakukan redistribusi aset yang bersumber dari kawasan hutan.
Mekanisme PPTKH secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88/

PPTKH 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di Kawasan Hutan. Sampai
dengan 2024 ditargetkan PPTKH bisa mencapai luasan kurang lebih 2,6
juta hektare, meliputi tanah-tanah hutan yang selama ini sudah digunakan
oleh masyarakat untuk kepentingan lain, baik fasilitas sosial, fasilitas umum,
maupun lahan garapan.

Perhutanan Sosial (PS) adalah instrument khusus di sektor kehutanan yang
diarahkan untuk melakukan legalisasi akses masyarakat terhadap sumber
daya hutan, termasuk di dalamnya pemanfaatan lahan. Mekanisme PS secara

PS rinci diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
87/ 2016 tentang Perhutanan Sosial. Sampai dengan 2024, PS ditargetkan bisa
mencapai luasan kurang lebih 12,7 juta hektare, meliputi hutan produksi,
hutan lindung, dan hutan konservasi.

Kendala, tantangan, dan persoalan

Ketersediaan instrumen-instrumen penataan sebagaimana yang sudah disinggung di muka, pada
kenyataannya tidak menjamin proses penataan legalitas lahan bisa berjalan dengan baik. Segenap
pembelajaran lapangan yang dikumpulkan Yayasan Kehati pada 2017-2019 menunjukkan adanya
kompleksitas kendala, tantangan, dan persoalan yang tidak mudah diselesaikan, baik di tingkat
kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan. Sebagai contoh, penataan kebun sawit swadaya
di kawasan hutan, pada praktiknya tidak bisa begitu saja disandarkan pada mekanisme PPTKH
maupun PS, meskipun keduanya sama-sama ditujukan untuk penyelesaian penggunaan lahan di
kawasan hutan oleh masyarakat.

Atas dasar itu, bisa dipahami, kalau berbagai upaya penataan kebun sawit swadaya di kawasan
hutan cenderung tidak menemukan jalan keluar yang pasti. Penerbitan Instruksi Presiden No.
5 Tahun 2019 tentang Moratorium Sawit, penerbitan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di Kawasan Hutan, maupun penerbitan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, pada
kenyataannya sama-sama tidak bisa memberikan jaminan.

Secara normatif, penyelesaian kebun sawit swadaya yang berlokasi di kawasan hutan sering
dikaitkan dengan Perhutanan Sosial. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, Perhutanan
Sosial tidak pernah bisa menjamin pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Mengacu pada salah
satu pasal yang ada dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun
2016 tentang Perhutanan Sosial, kebun sawit yang berada di dalam areal Perhutanan Sosial hanya
diberi waktu selama 12 tahun, terhitung sejak tahun tanam. Dengan berpedoman pada ketentuan
ini maka jika penataan kebun sawit swadaya yang berlokasi di kawasan hutan disandarkan pada
Perhutanan Sosial, hampir bisa dipastikan masyarakat pada akhirnya akan kehilangan aset.
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Pada awalnya, terbitnya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan
Tanah di Kawasan Hutan, sempat memberikan harapan besar pada penataan legalitas kebun
sawit swadaya di kawasan hutan. Melalui peraturan presiden itu, diharapkan, legalitas kebun
sawit swadaya di kawasan hutan bisa diselesaikan dengan menerapkan mekanisme Reforma
Agraria. Karena bagaimanapun, penggunaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat, termasuk
di dalamnya untuk perkebunan sawit, tidak bisa dilepaskan dari persoalan timpangnya struktur
penguasaan tanah di desa-desa hutan. Hampir sebagian besar desa-desa hutan mengalami
persoalan sama: ketersediaan ruang kelola yang terbatas, mengingat sebagian besar wilayah desa
didominasi oleh kawasan hutan dan atau HGU perkebunan (Saputra, 2018).

Akan tetapi, pada akhirnya, harapan itu pupus. Segenap kementerian membangun tafsir secara
sepihak bahwa Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di
Kawasan Hutan, tidak dirancang untuk penataan legalitas kebun sawit swadaya di kawasan hutan.
Menyandarkan penyelesaian legalitas kebun sawit di kawasan hutan dengan peraturan presiden
tersebut konon akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-
Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tantangan, kendala, dan persoalan seperti inilah yang hingga hari ini masih mewarnai kebun-kebun
sawit swadaya, terutama yang berada di kawasan hutan. Berbagai kebijakan yang datang silih
berganti, tetap saja belum bisa menjanjikan masa depan legalitas lahan kebun-kebun sawit swadaya.
Kini, kebijakan ISPO kembali hadir dengan format dan semangat baru dalam hal pengelolaan
perkebunan sawit berkelanjutan, di mana di dalamnya penataan legalitas lahan adalah salah satu
prinsip penting yang harus dipenuhi. Sudah seharusnya kehadiran ISPO bisa memberikan harapan
baru bagi penyelesaian legalitas lahan kebun-kebun sawit swadaya yang selama ini mandeg.

Memulai dari luar kawasan hutan

Berangkat dari segenap persoalan yang sudah didiskusikan di muka, maka nampaknya peluang
terbesar untuk penataan legalitas lahan harus dimulai dari kebun-kebun sawit swadaya yang
berada di luar kawasan hutan. Kebun-kebun semacam ini secara nasional luasnya mencapai 1,2
juta hektare, kira-kira 70% dari luas total kebun sawit swadaya yang ada di Indonesia. Kebun-kebun
ini cenderung mengumpul di lima propinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Riau, Lampung,
Jambi, dan Bengkulu (Auriga, 2019). Dengan memfokuskan pada lima popinsi tersebut, secara tidak
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langsung, sebagian besar dari persoalan legalitas kebun sawit swadaya di luar kawasan hutan yang
ada di Indonesia sudah tertangani.

Seperti yang dicatat oleh Apriyanto et al (2020), sebagian besar kebun-kebun sawit swadaya yang
berada di luar kawasan hutan, pada umumnya tidak ditopang dengan bukti pemilikan lahan
yang memadai, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik (SHM). Bukti kepemilikan kebun itu rata-rata
hanya berupa dokumen-dokumen lokal, seperti girik yang banyak kita jumpai di Jawa, dan Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang banyak kita temukan di luar Jawa.

Dokumen-dokumen semacam ini, mengacu pada ketentuan-ketentuan ISPO baru, sudah dipandang
cukup dalam hal pemenuhan prinsip legalitas lahan. Akan tetapi, dalam pandangan banyak
kalangan, hal ini belum sepenuhnya terkonfirmasi oleh Kementerian ATR/BPN, lembaga yang
memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan legalitas lahan secara formal. Atas dasar itu,
penataan legalitas lahan kebun-kebun sawit swadaya di luar kawasan hutan sudah seharusnya
tetap dilakukan, dengan meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan dari girik dan SKT
menjadi SHM.

Upaya pemerintah menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
melalui Reforma Agraria sebenarnya telah digulirkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko
Widodo periode 2015-2019. Program yang ditargetkan pada tahun 2024 akan bisa mencapai luasan
total sebesar 9 juta hektare, dengan rincian legalisasi dan redistribusi masing-masing seluas 4.5 juta
hektare, dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, termasuk di dalamnya PTSL dan PPTKH.

Meski demikian, sejauh ini baru legalisasi melalui PTSL yang berhasil mencapai target secara
signifikan. Target untuk melakukan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar 9 juta
bidang per tahun pada tahun 2019 telah berhasil dicapai bahkan terlampaui, untuk dilanjutkan
dengan target 10 juta bidang per tahun hingga tahun 2024. Sementara itu redistribusi tanah yang
bersumber dari Ex-HGU, tanah terlantar, dan tanah negara, termasuk di dalamnya kawasan hutan,
masih terhambat. Sejauh ini baru mencapai 0.15 juta hektare dan 247 ribu sertifikat pada akhir
tahun 20109.

Penyerahan Persiapan

sertifikat = :
¥
Jastiy E Penyuluhan
Penerbitan

sertifikat ¥
o—
Pengumpulan data
yur|d|s
a Tahapan ‘
PTSL
Keputusan
kepala kantor

pertanahan / ’I

Pembukuan hak
dan pencetakan
buku tanah

Pengumpulan data
yuridis dan data
fisik

panitia ajudikasi

PTSL
Pengesahan data %

Pengumpulan
data fisik

fisik dan yuridis (pengukuran) Gambar 4. Mekanisme
Pendaftaran Tanah Sistematis
Pengumpulan data Lengkap (PTSL) Sumber:
fisik dan yuridis Pemeriksaan tanah Kementerian ATR/BPN (2020)

Atas dasar itu, melakukan integrasi penataan legalitas lahan kebun sawit swadaya di luar kawasan
hutan dengan PTSL, program yang menjadi andalan pencapaian target Reforma Agraria, adalah hal
yang menjadi kebutuhan. Secara statistik, pencapaian target nasional PTSL bisa menjadi tolok ukur,
bahwa program legislasi lahan nasional ini berjalan cukup efektif di lapangan. Hingga November
20109, sertifikat yang dikeluarkan sudah mencapai 5,05 juta hektare atau sekitar 112% dari target
RPJMN (4,5 juta hektare).
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P> E.Harmonisasi Peraturan dan Perundang-undangan

Sengkarut persoalan legalitas diatas, sepertibanyak regulasiyang tumpang tindih, tidak memberikan
kepastian hukum dan tidak sesuai dengan fakta lapangan telah menimbulkan persoalan dalam tata
kelola kebun sawit swadaya di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu strategi yang tepat dalam
menyelesaikan persoalan legalitas tersebut adalah melakukan harmonisasi regulasi.

Pertama, harmonisasi regulasi terkait definisi luas maksimal penguasaan sawit swadaya. Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,
menyebutkan bahwa kebun sawit yang dikelola secara swadaya oleh rakyat kurang dari 25 hektar.
Jika, 25 hektar atau lebih, maka wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP).

Meskidemikian,Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun1960tentang PenetapanLuas Tanah Pertanian
dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian membatasi penguasaan lahan pertanian (lahan kering, termasuk di dalamnya perkebunan
sawit) seluas 6-20 hektar, tergantung tingkat kriteria kepadatan daerah. Artinya, penguasaan kebun
sawit antara 20-25 hektar menyalahi peraturan tersebut, meski dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98 Tahun 2013 masuk kriteria kebun sawit swadaya. Sehingga, secara legalitas kepemilikan
menjadi ranah abu-abu dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah harus merumuskan
ulang terkait definisi ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, harmonisasi regulasi terkait persyaratan legalitas lahan/kebun sawit swadaya. Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, disebutkan kebun sawit swadaya harus memiliki STD-B.
Untuk mengajukan STD-B, salah satu syaratnya adalah SHM/girik/SKT/sewa/lainnya. Sedangkan,
di dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian, legalitasnya berupa SHM dan HGU. Di mana HGU dapat diberikan kepada perorangan
yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan luas lahan seluas 5-25 hektar.

Mengacu pada kondisi di atas, bila kita lihat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), syarat legalitas adalah STD-B
dan hak atas tanah. Selanjutnya, hak atas tanah tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan ini.
Jika syarat legalitas adalah SHM, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, hanya bisa diberikan pada kebun sawit yang
luas maksimalnya 6-20 hektar, sesuai kriteria kepadatan daerah. Artinya, SHM tidak bisa diterbitkan
pada kebun sawit swadaya dengan luas 20-25 hektare. Padahal, di lapangan jumlahnya sangat
banyak.

Ketiga, harmonisasi regulasi terkait penyelesaian status lahan/kebun sawit swadaya dalam kawasan
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Tabel 2.. Tumpang Tindih Regulasi Penataan Kebun Sawit Swadaya di Indonesia

Perundang- Definisi Lahan Pertanian (Sawit) Rakyat Syarat Legalitas Keterangan
undangan

Perpres No. 44 Pasal 1 poin é6: Pasal 8 (3): Hak atas tanah
Tahun 2020 Pekebun kelapa sawit yang selanjutnya Tanda selanjutnya
tentang Sistem pekebun adalah perseorangan Warga daftar usaha diatur dalam
Sertifikasi Negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan Peraturan
Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala (STDB) Menteri
Kelapa Sawit usaha tidak mencapai skala tertentu Hak atas tanah Pertanian dan
Berkelanjutan menjadi prinsip
Indonesia (ISPO) dan kriteria ISPO
UU No. 39 Tahun | Pasal 1 poin 9: Na Hanya
2014 tentang Pekebun adalah perseorangan Warga menjelaskan
Perkebunan Negara Indonesia yang melakukan Usaha legalitas lahan

Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala berupa Izin

usaha tidak mencapai skala tertentu Lokasi, 1zin Usaha

Perkebunan dan
Hak Guna Usaha

Permentan Pasal 1 poin é6: STD-B Penguasaan
No. 98 Tahun Pekebun adalah perseorangan Warga Syarat untuk kebun kurang
2013 tentang Negara Indonesia yang melakukan Usaha mendapatkan dari 25 hektar
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala STDB adalah tidak masuk
Perizinan Usaha | usaha tidak mencapai skala tertentu SHM/Girik/SKT/ | dalam izin usaha
Perkebunan sewa perkebunan (IUP)

Pasal 1 poin 9:

Skala tertentu adalah skala usaha

perkebunan yang didasarkan pada luasan

lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,

tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas

pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha

Pasal 5 (1):

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua

puluh lima) hektare dilakukan pendaftaran

oleh bupati/walikota
UU No. 56 Pasal 1 SHM HGU dapat
PRP Tahun (1) Seorang atau orang-orang yang HGU diterbitkan
1960 tentang dalam penghidupannya merupakan terhadap WNI

Penetapan Luas
Tanah Pertanian

satu keluarga bersama-sama hanya
diperbolehkan menguasai tanah
pertanian, baik miliknya sendiri atau
kepunyaan orang lain ataupun miliknya
sendiri bersama kepunyaan orang lain,
yang jumlah luasnya tidak melebihi
batas maksimum sebagai yang
ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini

dengan luas 5-25
hektar
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Peraturan
Perundang-
undangan

Definisi Lahan Pertanian (Sawit) Rakyat

(2) Dengan memperhatikan jumlah
penduduk, luas daerah dan faktor-
faktor lainnya, maka luas maksimum
yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
ditetapkan sebagai berikut:

« Daerah tidak padat: sawah (15 ha)
dan tanah kering (20 ha)

« Daerah padat: sawah (5-10 ha) dan
tanah kering (6-12 ha)

Syarat Legalitas

Keterangan

Permen ATR/
BPN No. 18
Tahun 2016
tentang
Pengendalian
Penguasaan
Tanah Pertanian

Pasal 3 (3):

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian

untuk perorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh)
hektar;

b. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas)
hektar;

c. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan)
hektar;

d. Sangat padat, paling luas 6 (enam)
hektar

SHM
HGU

HGU dapat
diterbitkan
terhadap WNI
dengan luas 5-25
hektar

Penyelesaian lahan (sawit) dalam kawasan hutan

Perpres No.

88 Tahun

2017 tentang
Penyelesaian
Penguasaan
Tanah dalam
Kawasan Hutan

Pasal 5 (4):

Lahan garapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan bidang
tanah di dalam kawasan hutan yang
dikerjakan dan dimanfaatkan oleh
seseorang atau sekelompok orang yang
dapat berupa sawah, ladang, kebun
campuran dan/atau tambak.

Bila lahan garapan (kebun sawit) (Pasal

9-13):

« Di kawasan konservasi maka dilakukan
resettlement

« Di hutan lindung, bila dikuasai lebih
dari 20 tahun berturut-turut maka
dikeluarkan dari kawasan hutan. Jika
kurang dari 20 tahun diberikan akses
pengelolaan lewat perhutanan sosial

« Di hutan produksi, bila dikuasai lebih
dari 20 tahun berturut-turut maka
dikeluarkan dari kawasan hutan. Jika
kurang dari 20 tahun diberikan akses
pengelolaan lewat perhutanan sosial

Izin perhutanan
sosial

Kebun sawit
swadaya harus
berupa kebun
campuran
(agroforestri)
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Permen LHK
No. 83 Tahun
2016 tentang
Perhutanan
Sosial

Pasal 65 Poin H:

Dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau
dalam usulan Perhutanan Sosial telah

ada tanaman sawit sejak Peraturan ini
diberlakukan, diperbolehkan selama 12
(dua belas) tahun sejak masa tanam dan
diantara tanaman sawit ditanam pohon
berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon
per hektare

Izin perhutanan
sosial

Kebun sawit
swadaya harus
berupa kebun
campuran
(agroforestri)

Perpres No. 86
Tahun 2018
tentang Reforma
Agraria

Pasal 7 Poin D:

Tanah yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan negara dan/atau hasil
perubahan batas kawasan hutan yang

SHM
Izin perhutanan
sosial

Dibatasi hanya
maksimal 4
hektare per
keluarga

ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebagai sumber TORA,

meliputi:

1) tanah dalam kawasan hutan yang
telah dilepaskan sesuai peraturan
perundangundangan menjadi TORA;
dan

2) tanah dalam kawasan hutan yang
telah dikuasai oleh masyarakat dan
telah diselesaikan penguasaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

hutan. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, sekilas seperti membuka peluang
penyelesaian konflik kebun sawit swadaya dalam kawasan hutan, yang skemanya, bila di hutan
lindung dan hutan produksi dapat dikeluarkan dari kawasan hutan bila penguasaannya 20 tahun
berturut-turut, dan jika kurang diberikan akses pengelolaan berupa izin perhutanan sosial. Namun
demikian, pada kenyataannya peraturan tersebut oleh sebagian besar kementerian/lembaga
dimaknai secara berbeda, bahwa kebun sawit tidak termasuk dalam obyek penyelesaian — sesuatu
yang nampaknya masih memerlukan diskusi panjang.

Dalam hal perhutanan sosial, sawit juga hanya dibolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa
tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per
hektar atau skemanya adalah agroforestri. Masalahnya, bila kita pakai skema ISPO, maka jenis
kebun sawit ini tidak masuk dalam skema sertifikasi ISPO, karena tidak memenuhi syarat legalitas.
Kecuali, dalam peraturan turunannya mengatur tentang izin perhutanan sosial sebagai persyaratan
legalitas untuk sertifikasi ISPO. Oleh karena itu, pemerintah perlu menata ulang regulasi terkait
PPTKH dan PS, yang memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian status lahan dan
legalitas kebun sawit swadaya dalam kawasan hutan.
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P> F.Kesimpulan dan Rekomendasi

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 harus dijadikan momentum untuk penataan kebun sawit
swadaya dengan fokus utama adalah legalitas lahan. Waktu lima tahun, sebagai masa tenggang
bagi pekebun sawit swadaya untuk masuk ke dalam sistem sertifikasi ISPO, harus dimanfaatkan
sebaik mungkin untuk menata legalitas lahan. Tanpa itu, sistem sertifikasi ISPO hanya akan jadi
sekumpulan peraturan perundangan yang tidak implementatif dan tidak menjadi solusi dalam
penataan kebun sawit swadaya di Indonesia. Bahkan, bisa menambah sengkarut kebijakan dan
regulasi, seperti regulasi-regulasi sebelumnya.

Dalam sengkarut kebijakan dan regulasi seperti sekarang ini, memulai penataan pada kebun-kebun
swadayayangberlokasidiluarkawasan hutanadalah peluangterbesaryangbisadilakukan.Penataan
pada kebun-kebun semacam ini bisa didorong dengan memanfaatkan program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang selama ini menjadi program andalam Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Integrasi program ISPO (khususnya yang terkait dengan
penataan legalitas lahan kebun swadaya) dengan program PTSL adalah langkah strategis yang
mulai bisa dijalin. Selain itu, harmonisasi dan reformasi kebijakan juga perlu diarusutamakan, yang
antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip dan kriteria ISPO terkait dengan legalitas lahan harus mengacu pada kondisi dan fakta
lapangan yang ada saat ini. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian tengang Prinsip dan
Kriteria ISPO memberikan ruang bagi syarat legalitas lahan berupa SKT/girik/bukti jual-beli
lahan/bukti sewa lahan/dokumen lahan tradisional lainnya yang diakui oleh pranata sosial
yang ada di masyarakat. Termasuk, kesepakatan terhadap izin perhutanan sosial sebagai
syarat legalitas bagi kebun sawit yang masuk ke dalam skema perhutanan sosial.

2. Pemerintah perlu mempercepat pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B kebun sawit
swadaya. Data dan peta merupakan kunci utama dalam meningkatkan dan menyelesaikan
persoalan legalitas lahan. Dengan data dan peta, pemerintah bisa merancang program
peningkatan legalitas lahan, penerbitan STD-B dan penyelesaian status lahan/kebun sawit
swadaya dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
perlu merancang program dan pembiayaan terkait pendataan, pemetaan, penerbitan STD-B
dan peningkatan legalitas lahan kebun sawit swadaya selama 2021-2025, sebagai upaya
menuju sistem sertifikasi ISPO bagi kebun sawit swadaya. Selanjutnya data, peta, STD-B dan
legalitas lahan harus dibangun sistem database (one map, one data), sehingga bisa membantu
pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi ISPO bagi kebun sawit swadaya.

3. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pendefinisian batas maksimal kebun
sawit swadaya, persyaratan legalitas dan penyelesaian status lahan. Kebijakan ini penting agar
tumpang tindih regulasi tidak terjadi, sehingga ada kepastian hukum. Selain itu, ada sekitar
713 ribu hektaree kebun sawit swadaya yang ada dalam kawasan hutan, yang harus segera
diselesaikan status lahannya. ***
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